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BAB 1
PENDAHULUAN

Dalam kegiatan bisnis, baik yang dlakukan oleh orang pribadi maupun
oleh perusahaan, dana merupakan unsur penting. Prof Sutan Remy Sjahdeni
bahkan mengibaratkan dana sebagai “darah” bagi suatu perusahaan dalam
melakukan kegiatan bisnisnya’. Seperti halnya manusia yang tidak mungkin hidup

tanpa darah, demikian pula bagi perusahaan juga akan mati tanpa dana

Bagi suatu perusahaan baik perorangan maupun badan hukum seperti
Perseroan Terbatas (PT) dana dapat diperoleh dari ber'  sumber antara lain
melalui pinjaman (kredit) pada bank alaupun ¢. lembaga  nbiayaan, pasar
uang (financial market) yang memperjualbelikan surat-surat utan,, jangka p
seperti commercial paper, pasar modal (capital marke:; an sumba - -umber

pembiayaan lainnya.

Pemberian utang (loan) oleh kreditor kepa’ . debitor, lazimnya disertai
dengan pemberian jaminan dari pihak debitor ke; sda kreditor. Pemberian Jaminan
ini dimaksudkan untuk melindungi pihak kreditor dalam hal apabila di kemudian
hari debitor melakukan wanprestasi atau mngkar janji.

Dalam dunia perbankan dikenal penjaminan berupa “personal guarantee”
(penjaminan perorangan) dan corporate guarantee (penjaminan perusahaan)
sebagai jaminan pelengkap disamping jaminan kebendaan yang menjadi jaminan

utama atas perjanjian utang piutang (kredit) sebagi perjanjian pokok.

! Sutan Remy Sjahdeni, Hidaum Kepailitan, PT. Pustaka Utama Grafiti, Cetakan Pertama, Jakarta,
2002, Him. 275.



